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Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ;

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkén

penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Siti Magnunah Binti Slamet Cholil umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
S.L.T.A pekerjaan guru TPQ, tempat tinggal di di Lingkungan Celuk
Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung selanjutnya disebut “Pemohon I:

Muhammad Wahyu Nurhidayat Bin Mochamad Sodig umur 19 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA pekerjaan pelajar, tempat tinggal di
Lingkungan Celuk Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung selanjutnya disebut “ Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

26 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor

0011/Pdt.P/2018/PA.Bdg., tanggal 26 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 telah meninggal dunia ayah
kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Siti Magnunah dan
Muhammad Wahyu Nurhidayat di Nusa Dua karena sakit dan dalam
keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Celuk
Benoa Kuta Selatan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No
5103-KM-22112017-0001 tertanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan
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oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Nové'mbe.»’rﬂi" ¥
2017,Selanjutnya disebut Almarhum; & :

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kahyaltu ,
dengan Siti Magnunah pada tanggal 14 Pebruari 1997(sesuai surat nlkah
Nomor :460.5.11.97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegandan Kabupaten Kendal) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai
Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir1(satu) orang anak yang
bernama :Muhammad Wahyu Nurhidayat;

3. Bahwa, Almarhum Mochamad Sodiq yang telah meninggal dunia pada
tanggal 30 Desember 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
a. Siti Magnunah (sebagai istri);
b. Muhammad Wahyu Nurhidayat (sebagai anak laki-laki kandung);

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam:

5. Bahwa,maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk
ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alimarhum Mochamad
Sodiq sesuai Hukum Waris Islam:

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon
mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Mochamad Sodiq, oleh
karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum
Mochamad Sodiq, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan
berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon:
2. Menetapkan Almarhum Mochamad Sodiq telah meninggal dunia pada
tanggal 30 Desember 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari AimarhumMochamad Sodiq adalah :
a. Siti Magnunah (sebagai Istri);
b. Muhammad Wahyu Nurhidayat (sebagai anak laki-laki kandung);
c. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid
Hukum Waris Islam;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemfjo"rﬁo‘h' had-i}.: .: ¢
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dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Pemohon dan berhas'il‘:se;hl“ﬂgéa'i;

Voo 4

Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di “depan
persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan akan
mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara permohonan/
voluntair tidak diatur secara khusus dalam hukum acara, dengan
mempertimbangkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV maka pencabutan
perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari tertib administrasi maka diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa Olehkarena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0011/Pdt.P/2018/PA.Bdg dari para Pemohon;
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2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara ter,,s'ebg_t;a\alam"

register perkara; [ |

3

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon . Seiumlah

e

Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
di Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 M
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami, Hj.
Maryani.SH., M.H.sebagai Ketua, Ema Fatma Nuris, S.H.l.dan Koidin, S.H.I.,
M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Maijelis tersebut di atas dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

L %&) Ketua Majelis,
By e
8AEF 03935 W\)

000
Hj. Maryani, S.H., M.H.

AMAIBU RUPIAH

Anggota,

a Fatfma Nuris, S.H.I.

Panitera PPengganti,.

Dra. inatus Solichah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
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2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 250.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp 341.000,00

( tiga ratus empat puluh safﬁ ribd‘rupiah)
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